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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun hal-hal yang dapat penulis simpulkan dari hasil penelitian ini 

ialah: 

1. Untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia 

dalam bidang pertanahan, hukum agraria melakukan perubahan 

yang sangat fundamental, yaitu perubahan dari hukum Agraria 

kolonial menjadi hukum agraria nasional yang mempunyai sifat 

unifikasi hukum. Hukum agraria nasional didasarkan pada hukum 

adat yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan 

Negara. Hukum Agraria Nasional merupakan penjabaran Pasal 33 

ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.  

Pertanahan di daerah istimewa Yogyakarta sering kali 

dikaitkan dengan keberadaan tanah swapraja yaitu dengan 

keberadaan Sultan Ground dan pakualaman Ground, tanah 

swapraja yaitu tanah yang merupakan peningalan kolonial belanda.  

Di Daerah istimewa Yogyakarta, mengenai pertanahannya 

hanya ada Tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground, yaitu 

tanah. Tanah kesultanan ialah tanah yang dimiliki oleh kesultanan, 

dan tanah pakualaman yaitu tanah yang dimiliki oleh pakualam. 

Pasal 32 Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan 

DIY menyebutkan bahwa kesultanan dan pakualaman merupakan 
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suatu lembaga hukum yang dapat memiliki tanah. Tanah 

kesultanan dan tanah kadipaten merupakan tanah keprabon dan 

tanah bukan keprabon di seluruh Wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Tanah keprabon yaitu tanah yang di gunakan untuk 

bangunan istana dan kelengkapannya seperti pagelaran, kraton, 

sripanganti, tanah untuk makam raja dan kerabat (terletak di 

Kotagede, imogiri, dan Giriloyo), alun-alun, mesjid, taman sari, 

pesanggrahan, dan petilasan. Sedangkan tanah bukan keprabon 

terdiri atas dua jenis tanah, yaitu tanah yang digunakan 

penduduk/lembaga dengan hak (magersari, ngindung, hak pakai, 

hutan, kampus, rumah sakit, dan lain-lain) dan tanah yang 

digunakan penduduk tanpa alas hak. 

2. Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa tidak boleh memiliki 

tanah dengan status Hak Milik di Yogyakarta disebabkan oleh: 

a. Faktor ekonomi : untuk menghindari penguasaan atas tanah di 

daerah istimewa Yogyakarta yang dikuasasi oleh rakyat yang 

kalangan ekonomi atas yang dilakukan secara berlebihan 

b. Faktor sejarah : usaha yang dilakukan pemerintah belanda 

untuk menguasai tanah di Indoesia dengan Cara 

domeinverklaring, yang mengakibatkan pemerintah Yogyakarta 

mengantisipasi dan mencegah penguasaan tanah oleh warga 

non pribumi 
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c. Faktor Yuridis : dengan masih memberlakukan Surat Edaran 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta PA VIII Nomor 

K.898/A/1975 tentang penyeragaman policy pemberian hak atas 

tanah kepada seorang WNI Non Pribumi meskipun telah 

dikeluarkannya keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 

tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 di 

daerah istimewa yogyakarta yang disesuaikan dengan 

kebiasaan yang didampingi dengan keluarnya peraturan daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 1984 tentang pelaksanaan 

berlakunya Undang-Undang No 5 tahun 1960 

3. Saran 

1. Bagi pemerintah, perlu adanya tinjauan terhadap peraturan 

pertanahan Di Yogyakarta, dan tinjauan terhadap bekas tanah 

swapraja atau tanah peninggalan penjajahan belanda dengan 

Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga status tanah 

peninggalan penjajahan belanda dapat dikategorikan menjadi 

tanah negara atau bukan, dengan adanya tinjauan ini maka bagi 

masyarakat yang menduduki taah negara di daerah istimewa 

yogyakarta, tidak semata-mata di klaim menjadi tanah 

kesultanan.  

2. Selain adanya tinjauan terhadap tanah-tanah swapraja, juga 

perlu adanya tinjauan ulang terhadap Surat Edaran Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta PA VIII Nomor K.898/A/1975 
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tentang penyeragaman policy pemberian hak atas tanah kepada 

seorang WNI Non Pribumi, guna menciptakan tujuan hukum 

yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum di bidang 

pertanahan yang berdasarkan unifikasi hukum agraria yang 

berlaku. Dengan melihat alasan-alasan pemerintah Daerah 

Untuk tetap memberlakukan Surat Edaran Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta PA VIII Nomor K.898/A/1975 tentang 

penyeragaman policy pemberian hak atas tanah kepada 

seorang WNI Non Pribumi, maka perlu adanya penghapusan 

terhadap peraturan larangan tersebut.  

Peraturan-peraturan pertanahan yang berlaku di Daerah 

Istimewa Yogyakarta hendaknya juga tidak bertentangan 

dengan peraturan yang berlaku secara nasional. Untuk 

menjamin keastian hukum dan tidak membuat masyarakat 

Warga Negara Indonesia merasa terjadinya diskriminasi maka, 

perlunya Pencabutan atas SK Gubernur tersebut karena 

bertentagan dengan Undang-Undang Pokok Agraria.  
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